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PUTUSAN
Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Blcn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer,
pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu,

sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh sawit, pendidikan
SLTA, tempat kediaman Kabupaten Kotabaru, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 06 Agustus

2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan

register perkara Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal
04 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman dirumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat
diatas selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di dekat
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rumah orangtua Penggugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang
anak bernama Anak, umur 4 tahun, sekarang anak ikut Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017, ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, setiap
bertengkar Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat;

b. Bahwa Tergugat selalu membesar-besarkan apabila ada permasalahan
hal-hal kecil didalam rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar Agustus 2018, yang
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang
lebih 2 (dua) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama
adalah Tergugat;

7. Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan
dan mendamaikan Penggugat dengan Tegrugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batulicin Cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat (Alm));
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDIAIR:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan
rumah tangga mereka, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum
sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah
tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan
menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk
mediator yang bernama Ade Fauzi, Lc., MA.Ek dan memberikan kesempatan
kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 September 2020
Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang
ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai
kesepakatan damai karena Penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara
dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang dalil-dalii pokok gugatannya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan
jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, dimana setelah
tahap Mediasi Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengirim wakil
atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Blcn yang
dibacakan dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;
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Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal
17-05-2020 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah
dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi
paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX atas nama Tergugat
dengan Penggugat (Alm) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 Januari
2016 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah
dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi
paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:
1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir : XXX, 04-04-1966, agama Islam,

pendidikan S1/PGSD, pekerjaan PNS (Guru SD), bertempat tinggal di

Kabupaten Tanah Bumbu, di depan sidang saksi mengaku sebagai Ibu

kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
sekitar empat tahun yang lalu dan belum bercerai;

- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah saksi selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan
punya saksi di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu
sebagai tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah tempat

tinggal;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama Anak, umur 4 (empat) tahun dan saat ini anak
tersebut ikut Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi seperti
Tergugat susah mengeluarkan uang untuk keperluan hidup keluarga
Penggugat dengan Tergugat padahal Tergugat mempunyai uang dari
hasil dia bekerja;

- Bahwa selain itu Tergugat selalu membesar-besarkan apabila ada
permasalahan hal-hal kecil didalam rumah tangganya bersama dengan
Penggugat disamping itu juga orangnya pemarah;

- Bahwa Saksi pernah secara langsung melihat pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat sekali;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu sampai dengan sekarang,
yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah
lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
ada komunikasi, hidup rukun dan tinggal bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat dan Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pihak Keluarga sudah pernah mengupayakan damai antara
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
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2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir : Rantau, 14-01-1993, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Tanah Bumbu, di depan sidang saksi mengaku sebagai Adik
Kandung Penggugat dan menerangkan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada bulan Maret 2016 dan belum bercerai;

- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kontrakan punya ibu di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten
Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersma terakhir hingga akhirnya
berpisah tempat tinggal;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak
yang bernama Anak, umur 4 (empat) tahun dan saat ini anak tersebut
ikut Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sepengetahuan Saksi sejak bulan Juli tahun 2019
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat orangnya pemarah,
ada masalah sepele yang terjadi Tergugat langsung marah dan sering
dibesar-besarkan, seperti pembelian pampers untuk anak, pampers
sudah dibeli dan seiring waktu pampers habis sebelum waktunya dan
Penggugat minta uang lagi untuk beli pampers, nhamun Tergugat marah
hingga terjadi pertengkaran;

- Bahwa selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah yang layak/cukup
dikarenakan pekerjaan Tergugat tidak jelas/serabutan;

- Bahwa Saksi pernah sekali secara langsung melihat pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang, yang pergi
meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah
lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
ada komunikasi, hidup rukun dan tinggal bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah lahir maupun batin untuk Penggugat dan Tergugat
sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pihak Keluarga sudah pernah mengupayakan damai antara
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap
bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan
Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor
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50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili
dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan alat
bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) domisili Penggugat berada pada
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat bahwa
Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah
Bumbu, sesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX yang diterbitkan
tanggal 04 Maret 2016, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak
yang berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in yudicio) untuk
mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan
Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena
itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai legal standing dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-
pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar
mempertahankan rumah tanggannya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi
dengan mediator yang bernama Ade Fauzi, Lc,, MA.Ek dan berdasarkan
laporan Mediator tertanggal 15 September 2020 Penggugat dan Tergugat
telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim
tersebut, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena
walaupun Tergugat berkeinginan untuk kembali dengan Penggugat dan diberi
kesempatan kedua kalinya untuk memperbaiki diri, namun Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan telah
dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup,
di mana setelah tahapan Madiasi Termohon tidak pernah datang di
persidangan sehingga perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya
Termohon (kontradiktoir);

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon namun
karena perkara in casu menyangkut hukum orang (Recht Person), maka

kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis
yang terdiri dari P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa

fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian
Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f
serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok
dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti
dalam perkara a quo sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut
sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan
dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan
mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh
keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten
Tanah Bumbu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan
ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
pengajuan perkara a quo di Pengadilan Agama Batulicin telah benar karena

sebagai kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dapat
membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai
suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang
tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan
hubungan 2 (dua) orang saksi Penggugat dengan kedua belah pihak yang
berperkara, dan ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mempunyai
cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1)

Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah juga disumpah
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sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian
kedudukan saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil oleh
karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan
Penggugat tersebut telah  memberikan  keterangan  berdasarkan
pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian,
sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308
dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat,
oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai

pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang
dihadirkan di persidangan oleh Penggugat, diperoleh fakta kejadian sebagai
berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal 04 Maret 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXX tanggal 04
Maret 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah
kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis
lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi
yang disebabkan karena masalah ekonomi seperti Tergugat susah
mengeluarkan uang untuk keperluan hidup keluarga Penggugat dengan
Tergugat padahal Tergugat mempunyai uang dari hasil dia bekerja, selain
itu Tergugat selalu membesar-besarkan apabila ada permasalahan hal-hal
kecil didalam rumah tangganya bersama dengan Penggugat disamping itu
juga orangnya pemarah;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018
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yang lalu sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama
adalah Tergugat;

5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

6. Bahwa pihak Keluarga sudah pernah mengupayakan damai antara
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis
lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi
yang disebabkan karena masalah ekonomi seperti Tergugat susah
mengeluarkan uang untuk keperluan hidup keluarga Penggugat dengan
Tergugat padahal Tergugat mempunyai uang dari hasil dia bekerja, selain
itu Tergugat selalu membesar-besarkan apabila ada permasalahan hal-hal
kecil didalam rumah tangganya bersama dengan Penggugat disamping itu
juga orangnya pemarabh;

2. Akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018 yang lalu sampai sekarang,
yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit
untuk di damaikan;

4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup
rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan
suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan
yang sah, maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan,
yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana
disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal

1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan
dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus dan sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi seperti Tergugat
susah mengeluarkan uang untuk keperluan hidup keluarga Penggugat dengan
Tergugat padahal Tergugat mempunyai uang dari hasil dia bekerja, selain itu
Tergugat selalu membesar-besarkan apabila ada permasalahan hal-hal kecil
didalam rumah tangganya bersama dengan Penggugat disamping itu juga
orangnya pemarah, bahkan hal tersebut berimplikasi pada berpisah tempat
tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2018
yang lalu sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tinggal bersama dan
sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya
suami istri. Maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat
mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena telah
retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni
dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah
retak dan pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada
konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah
tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan
atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah
satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi
kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan
salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 38
K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dengan telah retak dan pecahnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tidak akan mendatangkan
ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi
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Penggugat apabila dipaksakan untuk tetap hidup bersama, karena faktanya
Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai meskipun telah diupayakan
agar dapat rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan
perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari

pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah figih:

Flall Cl e plie alili 1)
“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada

mengambil beberapa maslahat (kebaikan) ”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk
figh Islam sebagai berikut:

1. Dalam kitab at-Thalaq oleh Ala’uddin al-Kasani yang berbunyi:
ey A Y €Y Bbae S i Y SNV OV sy
Sl ) dlall Clacs wslall )

“Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak
lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai

tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian ”;

2. Kitab Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalag Juz | yang berbunyi:
by (e Bl laar G BV s aSLLY) sl 5 g
Sge To) Ay med Gy (o Vg mailagd sy dny
b Gmg) ol e (S 0T slias Jena ) OV ) 26 o

AR NS] o oL \Mj ¢ u\.:jl\ u.>=,wj
“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap

tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah

menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan
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berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang
berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan ”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas,
Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya perselisinan dan pertengkaran
yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, akhirnya Tergugat
meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus tahun 2018 yang
lalu sampai dengan sekarang, serta Penggugat yang tetap bersikeras ingin
bercerai dengan Tergugat, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran
tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan
Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai juga dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret
1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup
berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu
adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu
perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah tercatat bercerai dengan
Tergugat, sehingga perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah yang
pertama kalinya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang
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Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas lex spesialis drogat lex
generalis, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rpl 833.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah oleh kami

Ahmad Fahlevi, S.H.l., sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.l. dan Asep

Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Anggota dan H. Yahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H. Ishlah Farid, S.H.I.
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Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00
2. Biaya Proses Rp  50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 1717.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama Rp  20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp  10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 1833.500,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
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